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Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.

7. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Tangerang tentang Pelaksanaan APBD dan Penetapan Batas
Maksimal UP.

1. Bendahara Pengeluaran: Memiliki Sertifikat Bendahara
dan memahami teknis SPP/SPM.

2. PPK-SKPD: Memahami regulasi keuangan dan memiliki
kewenangan penandatanganan SPP.

3. Kepala SKPD/PA: Memiliki kewenangan
penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pencatatan Buku Kas Umum (BKU).
2. SOP Pengajuan SPP/SPM-GU (untuk pertanggungjawaban UP).

1. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Komputer dan Printer.

3. Lembar Verifikasi SPP/SPM

4. Alat komunikasi.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. UP hanya dapat diajukan paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Besaran UP tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam Perwal Kepala Daerah.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) Kepala SKPD.
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